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ABSTRAK 

Merokok pada dasarnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Fenomena dunia 

menunjukkan bahwa merokok mengakibat terpapar penyakit hingga meninggal dunia akibat 

masih banyaknya masyarakat yang merokok. Oleh karena itu pemerintah menghadirkan 

kebijakan salahsatunya Indonesia tentang Kawasan tanpa rokok. Pengimplementasian 

kebijakan tersebut salah satunya di Alun-Alun Kota Bogor. Kota Bogor membuat kebijakan 

yang tertuangkan didalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa 

rokok (KTR). Pada tahap survei peneliti menemukan masalah diantaranya kepatuhan 

masyarakat terhadap KTR masih rendah, kurangnya sosialisasi, pengawasan yang minim, 

sanksi yang kurang tegas, kurangnya fasilitas yang mendukung dan minimnya partisipasi 

masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 

Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dalam perspektif 

implementor dalam studi kasus di alun-alun kota bogor, kendala-kendala dan upaya dalam 

mengatasi kendala mengenai kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kuantitatif 

deskriptif. Dengan jumlah populasi yakni 24 orang yang terdiri dari 2 unsur implementor. 

Teknik sampel yang digunakan yakni sampling jenuh dengan jumlah 24 orang. Pengumpulan 

data menggunakan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, observasi, dan 

kuesioner yang berskala likert dengan didasari rumus WMS.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai total rata-rata sebesar 4,09, dengan kategori 

“Baik”. Nilai tersebut memiliki keberagaman nilai tertinggi yakni di Dimensi komunikasi 
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antarorganisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

memperoleh hasil yang sangat baik yakni 4,4. Dan nilai terendah di dimensi Sumber Daya, 

yang memperoleh skor 3,6 dan termasuk dalam kategori "baik." Nilai yang relatif. Kendala 

dalam impelementasi yakni dimensi sumber daya yang mempengaruhi salah satunya akibat 

terbatasnya fasilitas seperti papan informasi, dan belum menyediakan tempat khusus untuk 

merokok. Adapun upaya yang dilakukan oleh implementator yakni menambah penunjang 

fasilitas, dan menyelenggarakan rapat sidang diarea alun-alun sekaligus menegur dan 

mengedukasi masyarakat tentang KTR hal ini akan mempengaruhi salahsatunya pemahaman 

atau pola pikir dalam pengimplementasian kebijakan KTR. 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, & Kawasan Tanpa Rokok 

 

 

PENDAHULUAN  

Kehadiran rokok tidak lagi dianggap asing. Karena kehadiran rokok menjadi 

salah satu kebiasaan masyarakat dari sebuah mitos yang dikatakan sebagai penenang 

diri, dan meningkatkan daya konsentrasi baik dari sebuah masalah yang didalam 

berbagai aspek. Hampir di setiap tempat umum, terlihat orang merokok tanpa 

mempertimbangkan dampak dari asap yang mereka hasilkan. Merokok pada 

dasarnya sangat berbahaya bagi Kesehatan. Karena asap yang dikeluarkan dari rokok 

akan memiliki resiko yang tinggi bagi diri sendiri dan pihak lain. Bahaya yang 

dihadapi perokok pasif tiga kali lebih besar dibandingkan perokok aktif. Akibat asap 

yang dikeluarkan akan mengakibatkan munculnya beberapa penyakit dan juga 

hingga meninggal. 

Temuan dari WHO tahun 2020, sekitar 7 juta orang di seluruh dunia meninggal 

akibat dampak merokok. World Health Organization (WHO) melansir bahwa angka 

kematian akibat merokok mencapai 30%, atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka 

kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta 

orang. Aktivitas merokok meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang banyak 

diidap oleh masyarakat dari setiap negara. Di Indonesia, penyakit kardiovaskular 



Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 12 (2024), e-ISSN 2963-590X | Hidayat et al. 

 

13431 

 

mencapai 80% dan menduduki peringkat tertinggi penyakit mematikan.(World 

Health Organization, 2024) 

Dengan adanya fenomena yang terjadi disetiap negara bahkan termasuk di 

indonesia tentunya pemerintah harus menanganinya lebih serius dengan membuat 

kebijakan yang mengatur tentang masalah tersebut. Kota Bogor merupakan salah satu 

kota di Jawa Barat yang membuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ditertibkan 

didalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 kemudian diubah 

menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018. Kebijakan yang dibuat harus 

diimplementasi oleh pihak kepentingan. Implementasi merupakan penerapan atau 

tindakan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dan perorangan/individu, 

untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang direncanakan. (Pamungkas,Hernawan & 

Purnamasari ; 2024) 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, 

mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Tujuannya adalah 

untuk melindungi orang dari bahaya asap rokok dan meningkatkan kesihatan awam. 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan diberbagai Kawasan 

salah satunya Alun-Alun Bogor. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2017, 

masih terdapat sebanyak 446.325 orang (44,5%) dari jumlah penduduk Kota Bogor 

adalah perokok. Selain itu bukti tambahan dari hasil observasi awal penulis 

menemukan beberapa masalah terhadap implementasi kebijakan tersebut yakni 

diantaranya: 

1. Kepatuhan yang rendah, banyak pengunjung yang masih merokok di area 

yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kepatuhan terhadap 

aturan ini masih rendah karena kurangnya kesadaran dan disiplin dari 

masyarakat. 

2. Kurangnya sosialisasi, informasi mengenai aturan kawasan tanpa rokok belum 

tersebar luas. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan banyak orang tidak 
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mengetahui atau tidak memahami sepenuhnya bahwa alun-alun adalah 

kawasan bebas rokok. 

3. Pengawasan yang lemah, penegakan aturan ini sering kali tidak konsisten. 

Pengawasan oleh petugas yang berwenang seperti Satpol PP atau aparat 

lainnya tidak selalu dilakukan secara rutin, sehingga pelanggaran sering kali 

dibiarkan. 

Mengenai permasalahan l didalam kebijakan l tersebut den lganl begitu, 

maka perlu dilakukan l anlalisis unltuk melihat sejauhman la implemen ltasi 

kebijakanl perda nlo 10 tahun l 2018 tenltanlg kawasanl tanlpa rokok di alun l – alunl 

kota bogor dalam perspektif implemen ltor, hambatanl-hambatan l, danl Upaya 

yan lg harus dilakukan l terhadap kenldala yan lg dihadapi dalam implemenltasi 

kebijakanl perda nlo 10 tahun l 2018 tenltanlg kawasanl tanlpa rokok di alun l – alunl 

kota bogor dalam perspektif implemen ltor (studi kasus  pen lerapanl kebijakanl 

Kawasanl Tan lpa Rokok di Alun l-Alunl Bogor). 

 

METODE PENELITIAN  

Penlggun laanl metode diambil dari kuanltitatif deskriptif. Dalam pernlyataanl dari 

(Sugiyonlo, :2019) yaknli kuanltitatif berlanldasanl pada filsafat positivisme, unltuk 

menleliti pada populasi atau sampel denlganl menlganlalisis secara sistematis danl 

terukur dalam memperoleh anlgka-anlgka. Jumlah populasi yaknli 24 oran lg yanlg 

terdiri dari unlsur satpol pp yanlg berjumlah danl park ranlge. Teknlik sampel yanlg 

digunlakanl yaknli samplin lg jen luh diman la seluruh un lsur dijadikan l sampel. Yan lg 

terdiri dari 14 oran lg dari satpol pp dan l 10 oranlg dari park ran lge. Adapunl 

pen lgumpulan l data menlggunlakan l teknlik studi kepustakaan l, studi lapan lganl, 

wawan lcara, observasi, dokumenltasi, dan l kuesionler den lganl rumus skala likert yan lg 

memiliki gradasi ran lge n lilai dari yan lg tertin lggi hin lgga terkecil. Anlalisis data 

dilakukan l melalui rumus Weight Mean l Score (WMS). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam melakukanl pen lgukuranl terhadap Implemenltasi Kebijakanl Perda nlo 10 

Tahunl 2018 tenltanlg Kawasanl Tanlpa Rokok dalam perspektif implemenltor di Alunl-

Alunl Kota Bogor, digunlakanllah penldekatanl melalui teori Vanl Meternl Vanl Hornl 

(1975) yanlg berjumlah 6 dimenlsi dianltaranlya 1) Stanldar, sasaranl kebijakanl danl tujuanl 

kebijakanl, 2) Sumber daya 3) Karakteristik organlisasi pelaksanla 4) Komunlikasi anltar 

organlisasi terkait kegiatanl-kegiatanl pelaksanla 5) Disposisi danl sikap para 

pelaksanlaanl 6) Linlgkunlganl sosial, ekonlomi, danl politik. 

Tabel. 1 Rekapitulasi jawabanl responldenl terhadap variabel Implemenltasi 

Kebijakanl Perda NLo 10 Tahunl 2018 Tenltanlg Kawasanl Tanlpa Rokok Denlganl 

Perspektif Implemenltor (Studi Kasus Penlerapanl Kawasanl Tanlpa Rokok di Alunl- 

Alunl Kota Bogor) 

 

NLo Variabel Dimenlsi Inldikator M 
Kriteria 

Penlafsiranl 

1  Stanldar, 

sasaran l danl 

tujuanl 

kebijakanl 

Stanldar 4,1 Baik 

Sasaranl 

 
3,9 Baik 

Tujuanl 4,3 
Sanlgat   

Baik 

Jumlah rataanl dimenlsi 4,1 Baik 

2 Sumber Daya Kualitas 

Sumber daya 

 

3,6 Baik 

Fasilitas 

Sumber Daya 
3,3 

Cukup 

Baik 
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Kuanltitas 

Sumber Daya 
4,0 Baik 

Jumlah Rataanl dimenlsi 3,6 Baik 

3 Karakteristik 

Organlisasi 

Pelaksan la 

Stanldard 

Operarinlg 

Procedures 

(SOP) 

4,2 Baik 

Fragmenltasi 4,0 Baik 

Jumlah Rataanl Dimenlsi 4,1 Baik 

4 Komunlikasi 

Anltar 

organlisasi 

terkait 

pelakasanlaanl 

kegiatanl 

Konlsistenl 

 
4,4 

Sanlgat 

Baik 

Akurat 4,4 
Sanlgat 

Baik 
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Jumlah Rataanl NLilai 4,4 
Sanlgat 

Baik 

5 Disposisi danl 

sikap para 

pelaksanla 

Penlgetahuanl 

 
4,3 

Sanlgat 

Baik 

Pemahamanl 

 
4,2 Baik 

Penldalamanl 4,5 
Sanlgat 

Baik 

 
Jumlah Rataanl Dimenlsi 4,3 

Sanlgat 

Baik 

6 Linlgkunlganl 

sosial 

ekonlomi danl 

politik  

Partisipasi 

Masyarakat 
3,8 Baik 

Penlgaruh 

Kebijakanl 

terhadap 

perekonlomianl 

masyarakat 

 

4,0 Baik 
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Partisipasi 

pemerinltah 

dalam 

pelaksanlaanl 

kebijakanl 

4,3 
Sanlgat 

Baik 

 Jumlah Rataanl Dimenlsi 4,0 Baik 

 Rata Rata 4,0 Baik 

     Sumber : Hasil Penlelitianl 2024 

Rekapitulasi unltuk jawabanl responldenl terhadap seluruh dimen lsi 

Implemenltasi Kebijakanl Perda NLo 10 Tahunl 2018 Tenltanlg Kawasanl Tanlpa Rokok 

(KTR) Dalam Perspektif Implemenltor (Studi kasus penlerapanl KTR di Alunl-Alunl Kota 

Bogor) memperoleh nlilai total rata-rata sebesar 4,09, denlganl kategori “Baik”. Adapun l 

nlilai yanlg diperoleh pada setiap dimenlsinlya yaitu pada dimenlsi pertama Stan ldar, 

sasaranl danl tujuanl kebijakanl terdapat 3 inldikator yaitu stanldar kebijakanl, sasaranl 

kebijakanl, danl tujuanl kebijakanl memperoleh nlilai 4,1 denlganl kategori ‘Baik”. 

Dimenlsi sumber daya terdapat 3 inldikator yaitu Kualitas Sumber daya, kuanltitas 

sumber daya, danl fasilitas.memperoleh nlilai 3,63 denlganl kategori “Baik”. Dimenlsi 

karakteristik organlisasi pelaksanla terdapat 2 inldikator yaitu Stan ldard Operarinlg 

Procedures (SOP) danl Fragmenltasi memperoleh nlilai 4,1 denlganl ketgori “Baik”. 

Dimenlsi Komunlikasi anltar organlisasi terkait kegiatanl pelaksanla terdapat 2 inldikator 

yaitu konlsistenl danl akurat memperoleh nlilai 4,4 denlganl kategori “Sanlgat Baik”. 

Dimenlsi Disposisi dan l sikap para pelaksanla terdapat 3 inldikator yaitu penlgetahuanl, 

pemahamanl, danl pen ldalamanl memperoleh nlilai 4,33 denlganl kategori “Sanlgat Baik”. 

Dimenlsi Linlgkunlganl, Sosial, dan l Politik terdapat 3 inldikator yaitu partisipasi 

Masyarakat memperoleh nlilai 4,03 denlganl kategori “Baik”. 

 Berdasarkanl hasil anlalisis terhadap jawabanl responldenl, dapat disimpulkan l 

bahwa dimenlsi komun likasi anltarorganlisasi yanlg berperanl dalam pelaksanlaanl 
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kebijakanl Kawasanl Tanlpa Rokok (KTR) memperoleh hasil yanlg sanlgat positif, 

den lganl menldapatkanl nlilai tertinlggi sebesar 4,4, yanlg masuk dalam kategori "sanlgat 

baik." NLilai inli menlunljukkanl bahwa komunlikasi yanlg terjalinl anltara berbagai 

organlisasi terkait, serta para pemanlgku kepenltinlganl yanlg terlibat lanlgsun lg dalam 

implemenltasi kebijakan l KTR, telah berlanlgsunlg denlganl sanlgat efektif danl efisienl.  

NLamunl, dimenlsi menldapatkanl nlilai rata-rata terenldah berdasarkanl tanlggapan l 

responldenl adalah dimenlsi Sumber Daya, yanlg memperoleh skor 3,6 danl termasuk 

dalam kategori "baik." NLilai yanlg relatif renldah pada dimenlsi in li dapat dikaitkanl 

den lganl terbatasnlya fasilitas penldukunlg yanlg ada di kawasanl Alunl-Alunl Kota Bogor, 

khususnlya terkait denlganl ketersediaanl papanl tanlda danl imbauanl yanlg jelas 

menlgenlai laranlganl merokok. Keterbatasanl fasilitas yanlg memadai, seperti kuran lgnlya 

papan l perinlgatanl atau tanlda laranlganl yanlg mudah terlihat, menlgakibatkanl 

ren ldahnlya pemahamanl masyarakat terhadap aturanl yanlg berlaku, sehinlgga 

beberapa in ldividu masih terlihat merokok di area yanlg seharusnlya bebas asap rokok.  

Kenldala didalam fasilitas tersebut menlgakibatkanl kuranlgnlya inlformasi 

menlgenlai peraturanl inli menlyebabkanl beberapa inldividu yanlg belum sepenluhnlya 

menlgetahui atau memahami kebijakanl KTR, masih merasa bebas merokok di area 

tersebut. Selainl itu, sampai saat inli, Alunl-Alunl Kota Bogor belum menlyediakanl 

tempat khusus unltuk merokok, yanlg juga menljadi faktor pen lghambat dalam 

pen lerapan l kebijakanl KTR. Ketiadaanl tempat merokok inli menlgarah pada 

ketidaktahuanl sebagianl masyarakat yanlg akhirnlya melakukanl pelanlggaranl denlganl 

merokok di area yan lg seharusnlya bebas asap rokok.  

Temuanl inli juga diperkuat oleh hasil pelaksanlaanl Sidan lg Tinldak Pidanla 

Rin lganl (TIPIRINLG) yanlg diselenlggarakanl unltuk menlanlganli pelanlggaranl Kawasan l 

Tan lpa Rokok di Alunl-Alunl Kota Bogor. Sidanlg inli dilakukanl oleh Satpol PP Kota 

Bogor bersama den lganl berbagai stakeholder terkait, termasuk Polresta Kota Bogor 

dan l Dinlas Kesehatanl Kota Bogor. Dalam kegiatanl tersebut, ditemukanl 16 pelanlggar 

yan lg kedapatanl merokok di area Alunl-Alunl Kota Bogor, yanlg seharusnlya menljadi 

ruanlg publik bebas dari asap rokok. Temuanl inli menlunljukkanl bahwa meskipunl 
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kebijakanl KTR telah diterapkanl, masih ada tanltanlganl besar yanlg perlu diatasi unltuk 

memastikanl kepatuhanl masyarakat danl keberhasilanl penluh dari kebijakanl tersebut. 

Implemenltor berkomitmenl penluh unltuk terus menlegakkanl peraturan l 

Kawasanl Tanlpa Rokok (KTR) denlganl upaya maksimal, danl menlinldaklanljuti berbagai 

kenldala yanlg ditemukan l di lapan lganl. Tanltanlganl yanlg ada, seperti keterbatasanl 

fasilitas penldukunlg, menljadi perhatianl utama yanlg harus diminlimalisir unltuk 

memastikanl efektivitas kebijakanl. Dalam menlghadapi keterbatasanl inli, Satpol PP danl 

petugas park ranlger bekerja sama denlganl berbagai stakeholder terkait unltuk 

menlambah fasilitas penlunljanlg. Salah satu lanlgkah yanlg diupayakanl adalah 

pen lgadaanl papanl tanlda laranlganl merokok di titik-titik strategis di Alunl-Alunl Kota 

Bogor yanlg banlyak dilalui penlgun ljunlg. Penlempatanl papanl himbauanl inli bertujuan l 

agar masyarakat dapat denlganl mudah melihat danl memahami laran lganl serta 

himbauanl yanlg berkaitanl den lganl peraturanl KTR. Denlganl demikianl, diharapkanl 

kesadaranl masyarakat akanl aturanl inli semakinl menlinlgkat, sehinlgga kepatuhanl 

terhadap kebijakanl Kawasanl Tan lpa Rokok dapat tercapai secara optimal di ruanlg 

publik. 

Menlanlggapi kenldala terkait masih adanlya pelanlggar yanlg merokok di area 

Alunl-Alun l Kota Bogor, Satpol PP bekerja sama denlganl stakeholder terkait, termasuk 

Polresta Bogor Kota danl Dinlas Kesehatanl, menlgadakanl kegiatanl Sidanlg Tinldak 

Pidanla Rinlganl (TIPIRINLG) di lokasi tersebut. Kegiatanl TIPIRINLG inli bertujuanl unltuk 

memberikanl teguranl lanlgsunlg kepada para pelanlggar, denlganl harapanl dapat 

menlgedukasi danl menlginlgatkanl mereka unltuk tidak menlgulanlgi pelanlggaranl 

tersebut, demi menljaga kenlyamanlanl danl kesehatanl masyarakat di ruanlg publik. 

Selainl itu, kegiatanl inli juga berfunlgsi unltuk menldata pelanlggar yanlg terjarin lg. 

Penldataanl inli akan l bergunla jika di kemudianl hari inldividu yanlg sama kedapatanl 

kembali melanlggar aturan l denlganl merokok di area Alunl-Alunl Kota Bogor, sehinlgga 

mereka dapat dikenlakanl tinldakanl hukum yanlg lebih tegas. Melalui lanlgkah inli, 

diharapkanl tinlgkat kesadaran l masyarakat akanl penltinlgnlya Kawasanl Tanlpa Rokok 
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di ruanlg publik dapat menlinlgkat, menlciptakanl linlgkunlganl yanlg lebih nlyamanl danl 

sehat bagi siapa saja yan lg berkunljunlg ke alunl-alunl Kota Bogor. 

 

KESIMPULAN  

Hasil rekapitulasi dari variabel Implemenltasi Kebijakanl Perda NLo 10 Tahunl 2018 

Tenltanlg Kawasanl Tanlpa Rokok dalam Perspektif Implemenltor menlunljukanl hasil 

akhir berdasarkanl jawaban l responldenl memperoleh nlilai rata rata 4.09 denlganl 

kategori “Baik”. Meskipunl hasil rekapitulasi kuesionler menlunljukkanl penlerapanl 

yan lg positif nlamunl memiliki beberapa kenldala signlifikanl masih memerlukanl 

perhatianl dari perspektif implemenltor. Salah satu hambatanl utama yanlg 

diidenltifikasi adalah keterbatasanl sumber daya fasilitas, seperti tanlda laranlganl yanlg 

jelas danl menlcolok di Alun l-Alunl Kota Bogor. Kuranlgnlya papanl perinlgatanl yanlg 

inlformatif sehinlgga men lgakibatkan l masih kuran lgnlya pemahaman l masyarakat 

terhadap KTR. Danl 16 pelanlggar di area Alunl-Alunl Kota Bogor suatu kawasanl yanlg 

seharusnlya terbebas dari asap rokok. Meskipunl kebijakanl KTR sudah diterapkanl, 

hasil TIPIRINLG menlginldikasikan l masih adanlya tanltanlganl signlifikanl dalam 

menlcapai kepatuhanl tersebut.  

Upaya yanlg optimal danl tinldak lanljut terhadap berbagai tanltanlganl yanlg munlcul 

di lapanlganl. Unltuk menlgatasi keterbatasanl inli, Satpol PP bersama petugas park 

ran lger berkolaborasi denlganl berbagai pemanlgku kepenltinlganl terkait dalam 

menlinlgkatkanl fasilitas, salah satunlya denlganl pemasanlganl papanl tanlda laran lganl 

merokok di lokasi-lokasi strategis. Adanlya kolaborasi Satpol PP bersama Polresta 

Bogor Kota dan l Dinlas Kesehatanl melaksanlakanl kegiatanl Sidan lg Tinldak Pidanla 

Rin lganl (TIPIRINLG) di lokasi alunl-alunl, yanlg bertujuanl memberikanl teguranl 

lan lgsunlg kepada para pelanlggar, sekaligus edukasi agar tidak menlgulanlgi 

pelanlggaranl tersebut. Kegiatanl TIPIRINLG inli juga berfunlgsi sebagai lan lgkah 

pen ldataanl pelanlggar, yanlg bergunla dalam pemberianl sanlksi lebih tegas jika mereka 

melakukanl pelanlggaranl berulanlg.  
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